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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi 

yang tinggi khususnya di bidang perekonomian. Dengan perekonomian negara 

yang semakin berkembang signifikan, maka akan mendorong peningkatan daya 

beli dan kebutuhan hidup masyarakat sehingga setiap negara perlu melakukan 

suatu perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam 

perkembangannya, perdagangan internasional terus meningkat setiap saat karena 

suatu Negara saling membutuhkan satu sama lain. Ditambah lagi, Indonesia 

memiliki letak yang strategis karena Indonesia berada di titik silang lalu lintas 

perdagangan internasional.  

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli antara suatu negara 

dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Transakasi dalam 

perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor impor. Kegiatan ekspor 

dan impor merupakan kegiatan yang terpenting dari perdagangan internasional 

karena dengan meningkatkan nilai ekspor suatu hasil produksi maka akan 

menghasilkan devisa, sehingga pendapatan dalam suatu Negara meningkat. 

Dalam mendukung kegiatan perdagangan internasional, pemerintah 

Indonesia memberikan beberapa fasilitas seperti penangguhan Bea Masuk, tidak 

dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam pemberian fasilitas tersebut, tentunya 

diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi suatu 

pelanggaran di bidang kepabeanan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan suatu 

kawasan yang mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap pemberian fasilitas 

tersebut yaitu kawasan berikat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pasal 1 tentang kepabeanan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan 

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan 

bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan juga 
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tentang definisi ekspor, impor, Bea Masuk, Bea Keluar. Ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean. Impor adalah kegiatan memasukkan 

barang ke dalam daerah pabean. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar 

adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap 

barang yang diekspor. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk mengawasi lalu 

lintas barang masuk atau keluar di daerah pabean, pengamanan dan pemungutan 

penerimaan negara dari kegiatan impor, kegiatan ekspor, dan pemungutan cukai 

(revenue collection), melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan 

internasional (trade facilitation), membantu menciptakan efektifitas usaha bagi 

pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan 

cukai, dan menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul 

sebagai  akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta 

narkotika. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki salah satu kebijakan dalam 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kegiatan ekspor dan impor serta 

meringankan biaya yang seharusnya dikenakan saat melakukan kegiatan impor 

barang, yaitu melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat (KB). 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikankan tugas oleh pemerintah 

untuk mengawasi dan memberikan pelayanan terhadap setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan pemberian fasilitas kepada kawasan berikat. Kawasan 

berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan 

atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) guna 

diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Pengertian 

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sendiri adalah bangunan, tempat atau kawasan 

yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang 

dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, sedangkan 

pengertian Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) adalah daerah pabean 

selain kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus.  

Fasilitas Penangguhan Bea Masuk terhadap Tempat Penimbunan Berikat 

merupakan bentuk insentif yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan 
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Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berupa penangguhan bea masuk dan tidak 

dipungut pajak dalam rangka impor maupun pajak dalam negeri yang dijelaskan 

dalam pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan. Secara prinsip barang-barang impor 

yang ditimbun di dalam tempat penimbunan berikat masih terutang bea masuk 

dan apabila dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat selain untuk diekspor 

maka wajib dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.  

Pada prinsipnya tujuan pengadaan Tempat Penimbunan Berikat adalah  

untuk memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran bea masuk, atas 

kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas dan 

mengolah barang yang berasal dari impor di dalam tempat penimbunan berikat. 

Pelaksanaannya, Tempat Penimbunan Berikat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu 

Kawasan Berikat, Gudang Berikat,Entrepot Tujuan Pameran, Toko Bebas Bea, 

Tempat pelelangan berikat dan tempat daur ulang berikat. 

Fasilitas tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang diterima oleh 

perusahaan yang menggunakan fasilitas tempat penimbunan berikat adalah tidak 

dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan tidak dipungut Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) jika hasil 

produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga fasilitas tempat penimbunan berikat 

merupakan fasilitas yang menguntungkan bagi perusahaan industri/manufaktur 

yang berorientasi ekspor karena meringankan biaya yang seharusnya dikenakan 

oleh perusahaan tersebut. 

Pemberian berbagai fasilitas kepada perusahaan di Kawasan Berikat 

menuntut semua perusahaan untuk patuh dan taat terhadap semua kewajiban di 

bidang perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan perusahaan di Kawasan Berikat 

diantaranya melaporkan semua kegiatan di Kawasan Berikat dengan benar dan 

transparan. Oleh karena itu Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap 

berbagai kegiatan di Kawasan Berikat supaya hak-hak negara di bidang 

perpajakan tersebut terpenuhi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

bea cukai yaitu dengan memonitoring semua kegiatan yang dilakukan oleh 

Kawasan Berikat. Selain itu, perusahaan Kawasan Berikat mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di 
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Kawasan Berikat kepada bea cukai seperti melaporkan kegiatan hasil produksi 

maupun barang modal yang di keluarakan. Kegiatan pelaporan tersebut dilakukan 

pengawasan dari bea cukai yaitu dengan memastikan kebenaran dari semua 

laporan.  

Data dalam tabel 1.1 memperlihatkan jumlah pengguna fasilitas Kawasan 

Berikat pada tahun 2016 pada beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai di bawah naungan Kantor Wilayah Direktoret Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur I. Terlihat bahwa ada beberapa kawasan berikat yang dicabut maupun 

dibekukan izinnya. Pencabutan dan pembekuan izin dikarenakan pengusaha 

kawasan berikat maupun gudang berikat tersebut tidak mentaati peraturan 

kepabeanan yang berlaku. Dalam hal ini, akan menganalisa mengenai faktor yang 

mempengaruhi perusahaan memilih fasilitas Kawasan Berikat dan faktor 

pencabutan dan pembekuan izin. 
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Tebel 1.1 

Jumlah Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat Tahun 2016 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 

 

No Kantor 
Fasilitas 

KB 

PGB/ 

PDGB 
TBB TPP 

Fasilitas 

TPB 
Keterangan 

1

1. 

KPPBC 

TMP 

Tanjung 

Perak 

1 6 0 0 7 Aktif 

2

2. 

KPPBC 

TMP A 

Pasuruan 

47 4 0 0 51 2dibekukan, 

4 dicabut 

(2015) 

3

3. 

KPPBC 

TMP 

Sidoarjo 

46 2 0 0 48 2  

dibekukan,  

6 dicabut 

(2015) 

4

4. 

KPPBC 

TMP B 

Gresik 

21 4 0 0 25 Aktif 

5

5. 

KPPBC 

TMP 

Juanda 

0 2 2 0 4  

JUMLAH  115 18 2 0 135  

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, 2016 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pengguna fasilitas Tempat 

Penimbunan Berikat di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai  menunjukkan jumlah penggunaan fasilitas Kawasan Berikat lebih banyak 

dibandingkan fasilitas Pengusaha Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat 

Penimbunan Pabean. Faktor utama yang mempengaruhi volume pengguna 
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fasilitas Kawasan Berikat adalah adanya fasilitas penangguhan pembayaran bea 

masuk, atas kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas 

dan mengolah barang yang berasal dari impor di dalam tempat penimbunan 

berikat yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Selain itu dalam fasilitas 

kawasan berikat mendapatkan fasilitas tidak dipungut pajak dalam rangka impor. 

Fasilitas-fasilitas seperti ini akan mempermudah dan menguntungkan pihak 

perusahaan. 

Salah satu pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, adalah PT ABC 

yang merupakan perusahaan yang memproduksi  Frozen Tuna Loin, Canned Tuna 

dan Fish Meal. Kegiatan PT ABC diantaranya yaitu melakukan pengeluaran 

dan/atau pemindahtanganan bahan baku asal luar daerah pabean ke tempat lain 

dalam daerah pabean. Pengeluaran dan/atau pemindahtanganan bahan baku 

tersebut dikarenakan pengemas bahan baku tersebut rusak sehingga harus 

dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk dijual yang menyebabkan  

PT ABC diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 

karena penjualan lokal bukan untuk diekspor. Berikut grafik penerimaan Bea 

Masuk pada 5 (lima) tahun terakhir: 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016  
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Grafik 1.1  
Penerimaan Bea Masuk  
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Pada Grafik 1.1 tentang Penerimaan Bea Masuk pada 5 (lima) tahun terakhir 

menyatakan bahwasannya pungutan Bea Masuk mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, hal ini dibuktikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam pembayaran Bea Masuk di bidang kepabeanan. 

Pelayanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dibagi dalam beberapa 

kategori layanan. Kategori tersebut diantaranya kategori layanan hijau, kategori 

layanan kuning, dan kategori layanan merah. Kategori layanan jalur hijau adalah 

kategori importir yang memiliki risiko rendah yaitu importir lama sehingga 

memiliki eksistensi yang jelas terhadap aktivitas produksi. Kategori layanan jalur 

kuning adalah kategori importir yang memiliki risiko menengah, sedangkan 

kategori layanan jalur merah adalah kategori importir yang memiliki risiko tinggi 

yang memiliki kriteria diantaranya merupakan importir baru, melakukan kegiatan 

impor sementara, kegiatan re-impor, dan terjadi pemeriksaan fisik acak secara 

komputerisasi. Pemberian kriteria layanan tersebut berdasarkan pada tingkat 

kepatuhan setiap perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya dan tingkat risiko 

terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan. Semakin tinggi importir melakukan 

suatu pelanggaran maka semakin tinggi tingkat risiko yang diberikan. Dari 

beberapa pengertian kategori beberapa layanan maka PT ABC merupakan 

perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap pelanggaran di 

bidang kepabeanan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang dibahas adalah “Penetapan 

Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan di bawah Pengawasan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Studi Kasus PT ABC” 

Alasan dipilihnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur I sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dikarenakan 

memiliki banyak kasus mengenai ekspor impor beserta penyelesaian kasusnya 

serta judul yang diambil dalam tugas akhir ini merupakan salah satu permasalahan 

yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ( PKL )  

 Pelaksanaan praktek kerja lapangan pada dasarnya sebagai titik ukur 

dalam upaya meningkatkan praktik kerja Mahasiswa dalam persiapan menghadapi 

dunia kerja jangka kedepanya yang diperlukan pengalaman atau gambaran dalam 

dunia pekerjaan yang cukup berkembang pesat saat ini. Tujuan dari pelaksanaan 

praktek kerja lapangan  adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaplikasian teori perpajakan dan ekspor impor yang 

telah di pelajari selama perkuliahan yang diterapkan pada dunia kerja. 

2. Menambah pengalaman dalam dunia kerja yang diperoleh dengan 

praktek langsung. 

3. Memperoleh data,informasi dokumen yang sesuai dengan penerapan 

teori perpajakan dan ekspor impor yang selama ini dipelajari. 

4. Mengetahui pengaruh penangguhan bea masuk dan tidak dipungut 

pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di bidang kepabeanan. 

5. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 

(A.Md.) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

 

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mengembangkan wawasan pengetahuan secara teori maupun praktik 

yang berhubungan dengan  perpajakan dan ekspor impor. 

2. Mengetahui tentang pengaruh penangguhan bea masuk dan tidak 

dipungut pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di bidang 

kepabeanan. 

3. Memperoleh pengalaman dunia kerja di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I. 

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

1. Menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa 

Timur I  khususnya program Diploma 3 (tiga) Perpajakan. 
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2. Untuk Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga. 

3. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan dan ekspor 

impor bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

c. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I 

  Sebagai media kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur  I dengan  Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga Surabaya khususnya bagi Diploma 3 (tiga) 

Perpajakan. 

d. Bagi Pembaca 

1. Memberikan gambaran tentang pengaruh penangguhan bea masuk dan 

tidak dipungut pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di 

bidang kepabeanan dan mengetahui kewajiban yang harus dilakukan 

perusahaan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

2. Menambah bahan acuan atau literatur bagi pembaca. 

 

1.4 Jadwal Kegiatan  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan Dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral 

Bea Dan Cukai Jawa Timur I  yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda 

No.39 Semambung - Sidoarjo Sejak tanggal 7 Maret  s.d 6 April 2016 dengan 

judul: “Pengaruh Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam 

Rangka Impor Terhadap Kepatuhan pada PT ABC di Bidang Kepabeanan di 

Bawah Pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur I” 
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BAB 2 

HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

  

2.1  Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai   

Jawa Timur I. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah 

suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari Negara dalam 

melakukan tugas dan fungsinya untuk : 

 Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; 

 Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat    

dengan industri sejenis dari luar negeri; 

 Memberantas penyelundupan; 

 Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan 

dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; 

 Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk 

kepentingan penerimaan keuangan negara. 

   

2.1.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur I 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dahulu 

wilayahnya sampai daerah Nusa Tenggara karena wilayah terlalu meluas akhirnya 

di moderenisasi menjadi 3 (tiga) wilayah bagian yaitu Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusa 

Tenggara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I atau 

biasa kita sebut sebagai KANWIL DJBC JATIM I, telah mengalami perpindahan 

tempat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kantor pertama di wilayah Kali Sari, kantor 

kedua di Perak Timur dan kantor ketiga di Raya Bandara Juanda yang merupakan 

gedung baru dan kemungkinan menjadi tempat tetap Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Jawa Timur I karena kantor ini tidak menumpang lagi seperti kantor-kantor 

sebelumnya seperti di daerah Perak Timur terdahulu. 

11 
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 2.1.2 Lokasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur I 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 berlokasi 

di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 Semambung – Sidoarjo Kode Pos  61254, 

telepon (031) 8675356. Dari letak geografis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai Jawa Timur I terletak antara lain: 

Sebelah Utara  : Makam Desa Semambung 

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  

   Pajak Jawa Timur II  

Sebelah Selatan : Kompleks TNI AL 

Sebelah Timur : Lahan Kosong  

 

2.1.3 Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur I  

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I meliputi : 

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Tanjung Perak; 

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A 

Pasuruan; 

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Juanda; 

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Gresik; 

5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Sidoarjo; 

6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Madura; 

7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bojonegoro; 

8. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya. 
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2.1.4 Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur 1 

Visi: 

Menjadi kantor wilayah teladan dan memperoleh pengakuan Internasional dalam 

kinerja dan citra. 

 

Misi: 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 menetapkan 5 

(lima) misi yang saling terkait 

1. Mengembangkan kinerja organisasi,sumber daya manusia dan sumber daya 

lainya secara berkesinambungan 

2. Memberikan pelayanan prima dibidang kepabeanan dan cukai 

3. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan 

cukai 

4. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan 

investasi 

5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan 

cukai 

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasikan dalam satu misi yang 

terintrograsi yaitu : 

Memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kepabeanan dan cukai. 

 

2.1.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  

Bea dan Cukai Jawa Timur I 

Kedudukan: 

Merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Tugas: 

Melaksanakan koordinasi,bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi di 

bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.         
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Fungsi: 

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

kepabeanan dan cukai; 

2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan 

penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit 

operasional di wilayah kerjanya; 

3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di 

bidang kepabeanan dan cukai; 

4. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

5. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di 

bidang kepabeanan dan cukai; 

6. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan patroli dan 

operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, 

dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 

7. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan 

tindak pidana kepabeanan dan cukai; 

8. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan 

laporan di bidang kepabeanan dan cukai; 

10. Pengendalian, pengolahan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

11. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan 

evaluasi kinerja;  

12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENETAPAN KRITERIA KEPATUHAN  ... INA YUTRI ERLINDALAPORAN PKL



 

 
15 

 

 
 

2.1.6 Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 

 

 
Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  

No : 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996  

 

Lukisan 

 Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya; 

 Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya; 

 Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 

 Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. 

Makna 

 Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila; 

 Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang 

merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-

undang Cukai; 

 Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan 

mancanegara dari/ke 8 penjuru angin; 

 Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan 

Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian 

Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; 

 Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan 

Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 

Warna 

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya. 
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2.1.7 Stuktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur 1 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.03/2014 

tentang organisasai dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 

membawahi 1 (satu) bagian dan 5 (lima) bidang, yaitu Bagian Umum, Bidang 

Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan, Bidang Penindakan dan 

Penyidikan, Bidang Kepatuhan Internal. Dari bagian dan bidang-bidang tersebut, 

maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I memiliki 

struktur organisasi dan peran masing – masing bagian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur I 
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Sumber: Intern Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur I, 2016 
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Tugas di masing – masing bagian diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan 

pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, serta penyuluhan dan publikasi 

peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.  

Bagian Umum dibedakan menjadi tiga subbagian, yaitu: 

a. Subbagian Kepegawaian 

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan 

pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 

masyarakat. 

b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga 

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan 

perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, 

urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan 

akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan 

pegawai dan melakukan urusan administrasi penghunian rumah dinas, 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan poliklinik kantor wilayah. 

 

2. Bidang Kepabean dan Cukai 

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 

teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 

pemberian perijinan, serta pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap 

penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan pengolahan data, 
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penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada bidang 

pabean dan cukai di bedakan menjadi tiga seksi, diantaranya: 

a. Seksi Pabean dan Cukai 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, 

pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, 

bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi 

dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di 

bidang kepabeanan. 

b. Seksi Keberatan dan Banding 

Mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap 

penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi 

urusan banding. 

c. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan 

kepabeanan dan cukai. 

d. Seksi Bantuan Hukum  

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap 

masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

3. Bidang Fasilitas Kepabeanan 

Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi 

pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan 

berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat 

penimbunan berikat. Bidang Fasilitas Kepabeanan dibedakan menjadi lima seksi, 

yaitu: 

a. Seksi Fasilitas Pabean I 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 
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pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta 

memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas 

KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan A 

sampai dengan G, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan 

permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan 

dan/atau pengembalian. 

b. Seksi Fasilitas Pabean  II 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 

pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta 

memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas 

KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan H 

sampai dengan L, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan 

permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan 

dan/atau pengembalian. 

c. Seksi Fasilitas Pabean III 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 

pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta 

memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas 

KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan 

M sampai dengan Q, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait 

dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE 

pembebasan dan/atau pengembalian. 

d. Seksi Fasilitas Pabean IV 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 

pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta 

memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas 

KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan H 

sampai dengan L, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan 
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permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan 

dan/atau pengembalian. 

 

4. Bidang Penindakan dan Penyidikan 

Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 

teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, 

patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundangan-undangan, 

penindakan dan penyidikan tindak pidana kepaeanan dan cukai. Pada bidang 

penindakan dan penyidikan dibedakan atas tiga seksi, yaitu: 

a. Subseksi Intelejen 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan 

penyampaian informasi dan hasil intelejen, analisis laporan pemeriksaan 

sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan 

laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelejen. 

b. Subseksi Penindakan 

Mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, 

patrol dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan 

pembongkaran barang. 

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 

Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka 

impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan 

bongkar, dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan 

tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan 

perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil 

penindakan dan barang bukti. 
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5. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit 

Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap 

kode etik dan displin, tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanan audit serta evaluasi hasil 

audit di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang kepatuhan internal dan audit 

dibedakan menjadi dua seksi yaitu: 

a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi 

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi 

mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, 

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyiapan bahan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan 

administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 

b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas 

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian 

intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode 

etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

 

2.2  Deskripsi Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan ini dimulai dari tahap awal persiapan hingga pelaksanaan. Rincian 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat diuraikan sebagai berikut: 
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2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan 

Awal mula persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mencari tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dituju. Pada proses ini, mahasiswa 

yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan diwajibkan untuk 

mengisi form surat pengantar dari Universitas Airlangga. Setelah form telah diisi 

kemudian diserahkan ke bagian akademik guna mendapatkan surat pengantar 

untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang ditandatangani oleh Dekan 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam memperoleh ijin dari pihak yang 

dituju, maka mahasiswa tidak hanya menyerahkan surat pengantar Praktik Kerja 

Lapangan dari Universitas Airlangga tetapi mahasiswa juga diwajibkan untuk 

membuat proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan. Setelah menerima surat persetujuan dari pihak tempat 

pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan, maka mahasiswa diperbolehkan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama jangka waktu yang tercantum 

dalam proposal pengajuan tersebut. 

Pada masa persiapan, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan mendapatkan pembekalan dan pengarahan mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu mengenai  

pemberitahuan persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Pratik Kerja 

Lapangan, tata tertib dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, serta 

segala informasi mengenai Prraktik Kerja Lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan daftar 

kegiatan dan daftar nilai kehadiran kepada pihak yang ditunjuk sebagai 

pembimbing di tempat Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan penilaian 

kepada mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan mengenai tugas yang telah 

diberikan dan menilai kehadiran mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. Selain itu, mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

diwajibkan untuk mengambil data-data dan informasi sesuai dengan izin dari 

pimpinan perusahaan yang diperlukan sesuai dengan tema yang ditentukan dalam 

menulis tugas akhir.  
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2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diawali sejak tanggal 

7 Maret sampai 6 April 2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Jawa Timur I yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 

Semambung – Sidoarjo, Jawa Timur. PKL dilaksanakan selama lima hari kerja 

dalam seminggu, dimulai dari hari senin sampai dengan hari jum’at pukul 07.30 – 

17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PKL di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I di uraikan sebagai berikut: 

TABEL 2.1 

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Tanggal Bidang Kegiatan 

7 Maret 2016 

 

Fasilitas 

Kepabeanan 

Pengenalan Kawasan Berikat dan KITE 

8 Maret 2016 Administrasi surat masuk di bidang fasilitas 

kepabeanan 

9 Maret 2016  LIBUR 

10 Maret 2016 Administrasi surat keluar di bidang fasilitas 

kepabeanan  

11 Maret 2016 

Pengecekan kelengkapan permohonan 

pemindahtanganan bahan baku anatar 

Kawasan Berikat 

14 Maret 2016 Administrasi surat masuk di bidang fasilitas 

kepabeanan  

15 Maret 2016 Pengecekan dokumen SPPJ 

16 Maret 2016 
Administrasi surat keluar di bidang fasilitas 

kepabeanan 

17 Maret 2016 Pengecekan Custom Bond 

18 Maret 2016 

Menghitung profiling Kawasan Berikat pada 

KPPBC di bawah pengawasan Kantor 

Wilayah DJBC Jawa Timur I 
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Tanggal Bidang Kegiatan 

21 Maret 2016 

Fasilitas 

Kepabeanan 

Administrasi surat masuk di bidang fasilitas 

kepabeanan 

22 Maret 2016 Pengecekan dokumen BCLKT 01 

23 Maret 2016 
Administrasi surat keluar di bidang fasilitas 

kepabeanan 

24 Maret 2016 Pengecekan Custom Bond 

25 Maret 2016 LIBUR 

28 Maret 2016 
Administrasi surat masuk di bidang fasilitas 

kepabenan 

29 Maret 2016 Pengecekan dokumen BCLKT 01 

30 Maret 2016 
Administrasi surat keluar di bidang fasilitas 

kepabeanan 

31 Maret 2016 Pengecekan Custom Bond 

1 April 2016 
Konsultasi tentang Kawasan Berikat bersama 

bapak Bagus 

4 April 2016 Pengecekan Custom Bond 

5 April 2016 Loading data Konversi 

6 April 2016 

Rekap arsip keputusan persetujuan 

pengeluaran ke TLDDP (Pembebasan Bea 

Masuk) dan pengeluaran antar Kawasan 

Berikat 

Sumber: Daily Report Peserta PKL, 2016 

 

2.3  Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan 

PT ABC ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus 

pengusaha Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada 

tanggal 27 Agustus 2014. PT ABC merupakan perusahaan yang patuh karena PT 

ABC tidak sedang dalam penanganan perkara pidana di bidang kepabeanan dan 

cukai, telah dilakukan pemeriksaan audit, dan tidak memiliki tunggakan Bea 

Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga profil PT ABC adalah baik dan 
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mendapatkan kategori layanan perusahaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat 

berupa kategori layanan hijau atau importir yang memiliki tingkat risiko rendah. 

Kategori layanan ini memiliki periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 

2016. 

 

2.3.1  Gambaran Umum PT. ABC 

PT ABC diresmikan pada Oktober tahun 1991, sebagai bentuk kerjasama 

antara Itochu Corporation sebuah perusahaan pengolah tuna terkemuka di Jepang 

dan sebuah Firma asing yaitu Hagoromo Foods Corporation. PT ABC mulai 

beroperasi secara komersial pada November 1992 yang khusus memproduksi dan 

menjual olahan tuna kaleng. Itochu fokus dalam penjualan dan manajemen, 

sedangkan Hagoromo Foods fokus dalam kegiatan produksi. Kedua perusahaan 

tersebut secara aktif terlibat dalam peningkatan kualitas produk dengan saling 

bertukar teknisi dari Jepang dan mengirimkan teknisi lokal ke Jepang untuk 

mengikuti pelatihan. 

PT ABC melakukan kegiatan ekspor produk olahan tuna yang merupakan 

hidangan populer yang disajikan di berbagai dunia dan dijual di Jepang, Eropa, 

Timur Tengah, Australia, Kanada, Afrika. Bahan baku olahan tuna tersebut 

berupa 307x112 ARABIAN SEA CAN dan 307 MGEIRI-TP (ST) yang diimpor 

dari Thailand. Produk olahan tuna tersebut tidak hanya diekspor di berbagai 

negara tetapi produk olahan tuna PT ABC dijual di dalam lokal. Ikan tuna olahan 

tersebut diperoleh dari beberapa perairan dunia, yaitu dari perairan Indonesia 

sampai dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dibantu dengan teknologi 

canggih yang disediakan rekanannya, PT ABC selalu menjaga kualitasnya, dan 

memilih bahan-bahan yang selektif untuk bisa bersaing dengan perusahaan 

lainnya. Kini perusahaan tersebut memiliki pabrik kedua yang berlokasi tidak jauh 

dari pabrik pertamanya. Hal ini bertujuan untuk tetap meningkatkan penjualan di 

Indonesia.  

PT ABC merupakan perusahaan yang berada di Kawasan Berikat sehingga 

memperoleh berbagai fasilitas yang memiliki hasil produksi yang diimpor berupa 

frozen tuna loin, canned tuna, dan fish meal. Sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 dalam hal perusahaan ditetapkan menjadi 

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB terhadap barang yang telah mendapat 

fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan masih dalam periode pembebasan namun 

belum dipertanggungjawabkan, diperlakukan sebagai barang impor yang 

diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pembebasan 

Cukai.  

Alur produksi pada PT ABC yaitu mengimpor bahan baku asal dari 

Thailand berupa 307x112 ARABIAN SEA CAN dan 307 EOE MGEIRI-TP (ST) 

yang akan diolah menjadi barang produksi. Pada saat mengimpor bahan baku 

maka dilakukan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam 

Rangka Impor karena barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. 

Setelah melakukan penimbunan ternyata ada beberapa pengemas yang rusak yang 

diakibatkan kondisi selama pengiriman barang tersebut. Pada pengemas yang 

rusak itu diberlakukan pengeluaran ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean yang 

tujuan pengeluaran tersebut untuk dijual di lokal, sehingga PT ABC diwajibkan 

untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 pasal 16 ayat 2, tetapi bila 

pengemas rusak tersebut dimusnahkan maka PT ABC tidak diwajibkan untuk 

membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.  

 

2.3.1.1 Visi dan Misi PT. ABC 

Visi 

1. Untuk membuat seluruh pemegang saham menjadi bagian penting dari 

kepentingan perusahaan. 

2. Untuk menghasilkan kualitas tinggi, sehat dan produk yang aman serta 

ramah lingkungan. 

Misi 

Untuk menjadikan produsen olahan tuna kaleng yang terkemuka di dunia 
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Dalam pembahasan latar belakang Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

ini akan memfokuskan mengenai penetapan kriteria kepatuhan di bidang 

kepabeanan studi kasus pada PT ABC. Alasan pemilihan tema tersebut karena 

melihat tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan setelah mendapatkan fasilitas 

Kawasan Berikat yang selanjutnya akan diolah dan dijelaskan dalam Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini sebagai bahan Tugas Akhir. 

 

2.3.2 Persyaratan Permohonan Kawasan Berikat  

PT ABC merupakan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat 

sehingga PT ABC telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Kawasan 

Berikat sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER 

57/BC/ 2011 pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :  

a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat 

dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;  

b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau 

bangunan lain;  

c.  tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;  

d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang 

dapat dilalui kendaraan; dan  

e. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi 

barang industri. 

 

2.3.3 Kewajiban Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat  

PT ABC yang telah memenuhi persyaratan permohonan Kawasan Berikat 

selanjutnya harus melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan pengguna fasilitas 

Kawasan Berikat. Menurut PMK 147/PMK-04/2011 pasal 19 bahwa perusahaan 

yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

a.  Memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai 

penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas 

oleh umum;  
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b.   Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea 

dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;  

c. Menyediakan sarana /prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa:  

1. Komputer; dan/atau  

 2.Media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer 

pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  

d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang jangka 

waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya 

jangka waktu sewa; 

e. Melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat 

PDKB yang tidak beroperasi;  

f.  Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai 

Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala 

Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat 

perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, 

dan luas Kawasan Berikat;  

g.  Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai 

Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala 

Kantor Pabean apabila terdapat perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), nama dan alamat penanggung jawab;  

h.  Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas Barang 

Modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/ 

konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;  

i.   Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan 

catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 

(sepuluh) tahun; 

j.  Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia; dan  
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k.  Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat 

apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau 

Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.3.4 Tata Cara Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat 

Lain dalam Daerah Pabean  

Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER2/BC/2012 tentang Kawasan Berikat bahwa Pengeluaran hasil produksi dari 

Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dengan cara:  

1. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau kuasanya menyerahkan 

dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali hasil produksi asal tempat lain 

dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) yang telah 

diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri dokumen pelengkap pabean.  

2.  Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dan 

memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen 

pemberitahuan yang dimaksud pada nomer satu (1).  

3.  Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan   

pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko.  

4.  Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat setelah selesai 

melakukan pengawasan stuffing selanjutnya menyerahkan kembali dokumen 

pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah 

dari Tempat Penimbunan Berikat kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

mengawasi Kawasan Berikat.  

5.  Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat meneliti hasil 

tersebut (nomer 3). Apabila sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi 

Kawasan Berikat memberikan persetujuan keluar pada dokumen 

pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean dari Tempat Penimbunan Berikat, kemudian menyerahkan dokumen 

pemberitahuan dimaksud kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB 

atau kuasanya, untuk pengeluaran barang.  
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6.  Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat mencocokkan petikemas/ 

kemasan atau sarana pengangkut sesuai dengan dokumen pemberitahuan. 

Selanjutnya membubuhkan cap “SELESAI KELUAR“ dan mencantumkan 

nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada dokumen 

pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean dari Tempat Penimbunan Berikat.  

Selain tata cara yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai Nomor PER2/BC/2012 tentang Kawasan Berikat. Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I juga merumuskan standar 

prosedur operasi (SOP) tentang alur pelayanan barang modal asal impor yang 

belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Jawa Timur I sebagai berikut  
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Gambar 2.2  

Standar Prosedur Operasi 

Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran 

Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 
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Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, 

2016 

Dari gambar 2.2 dapat diuraikan tahapan pengeluaran barang modal asal 

impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran bea masuk dari Kawasan 

Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut: 

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan pengeluaran barang modal asal 

impor yang ke Tempat Lain Dalam daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 

tahun sejak diimpor, dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung kepada 

Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pabean/KPPBC yang mengawasi.  
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2. Setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan perusahaan, Kantor 

Pabean/ KPPBC yang mengawasi meneruskan permohonan tersebut kepada 

Kepala Kantor Wilayah dengan surat rekomendasi persetujuan. 

3. Menerima surat permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang ke 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 tahun dan/ atau 

sebelum 4 tahun sejak diimpor dengan rekomendasi dari Kantor Pabean/ 

KPPBC yang mengawasi, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala 

Bidang Fasilitas Kepabeanan. 

4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan menerima disposisi dari Kepala Kantor 

Wilayah dan melanjutkan kepada Kepala Seksi Fasilitas Pabean. 

5. Menerima berkas dan dokumen dari disposisi Kepala Bidang Fasilitas 

Kepabeanan. 

6. Melaksanakan disposisi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan memeriksa 

kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengeluaran barang modal 

asal impor yang ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 

tahun dan/ atau sebelum 4 tahun sejak diimpor, selanjutnya mendisposisikan 

ke pelaksana untuk proses lebih lanjut. 

7. Dalam hal berkas dan dokumen tidak memenuhi persyaratan, maka dibuat 

konep nota dinas dan surat pengembalian berkas berserta alasan 

pengembalian kepala kantor pabean yang mengawasi. 

8. Membuat konsep nota dinas dan surat pengembalian dan selanjutnya untuk di 

setujui oleh kepala seksi. 

9. Kepala seksi fasilitas pabean memberikan paraf pada nota dinas dan surat 

pengembalian dimaksud dan selanjutnya konsep nota dinas untuk 

ditandatangani oleh kepala bidang fasilitas kepabeanan. 

10. Kepala bidang menerima konsep nota dinas pengembalian kemudian 

menandatangani dan memberikan pada konsep surat pengembalian serta 

melanjutkan kepada kepala kantor untuk disetujui/ ditandatangani. 

11. Kepala kantor menyetujui pengembalian berkas dan menandatangani untuk 

dikembalikan kepada kantor pabean yang mengawasi untuk diperbaiki atau 

ditolak. 
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12. Pelaksana mengirimkan surat pengembalian kepada kepala pabean yang 

mengawasi perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) tersebut. 

13. Dalam hal berkas tersebut memenuhi syarat, pelaksana melaksanakan 

disposisi Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan selanjutnya meneliti kelengkapan 

berkas serta dokumen-dokumen pendukung persyaratan permohonan 

pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun dan/ atau 

sebelum 4 tahun sejak diimpo. 

14. Membuat konsep nota dinas kepada Kepala Kantor yang ditandatangani oleh 

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan serta membuat konsep surat keputusan 

untuk pengeluaran barang modal yang lebih dari 4 tahun atau surat 

persetujuan untuk pengeluaran barang sebelum 4 tahun sejak diimpor ke 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). 

15. Selanjutnya konsep nota dinas dan Surat Keputusan atau surat persetujuan 

diserahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas Pabean untuk diteliti dan diparaf. 

16. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan 

terdapat kesalahan dan/atau revisi dari Kepala Seksi Fasilitas Pabean, 

dikembalikan kepada pengkonsep surat untuk diperbaiki. 

17. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan 

disetujui Kepala Seksi Fasilitas Pabean selanjutnya memberikan paraf untuk 

diteruskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.  

18. Meneliti ulang dan memeriksa konsep nota dinas dan surat keputusan atau 

surat persetujuan. 

19. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan 

terdapat kesalahan dan/atau revisi dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan, 

dikembalikan kepada pelaksana surat untuk diperbaiki. 

20. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan 

disetujui Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan selanjutnya membubuhkan 

tanda tangan pada nota dinas dan paraf pada konsep surat keputusan atau 

surat persetujuan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor. 

21. Kepala Kantor menerima nota dinas dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan 

dan konsep surat keputusan atau surat persetujuan untuk ditandatangani. 
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22. Selanjutnya dalam hal surat keputusan pengeluaran barang modal asal impor 

yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor, Kepala Seksi Fasilitas Pabean dapat 

membutuhkan tandatangan di salinan keputusan tersebut. 

23. Mengedarkan salinan surat keputusan pengeluaran barang modal asal impor 

yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor kepada perusahaan yang bersangkutan 

serta tembusan lainnya atau mengedarkan surat persetujuan pengeluaran 

barang modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak diimpor. 

24. Kepala Kantor Pabean/ KPPBC yang mengawasi mendapatkan salinan 

keputusan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun sejak 

diimpor dan/ atau menerima tembusan surat persetujuan pengeluaran barang 

modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak diimpor.  

25. Perusahaan menerima salinan keputusan pengeluaran barang modal asal 

impor yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor dan/ atau menerima surat 

persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak 

diimpor.   

 

2.3.5  Sistem Penjaluran Impor 

 Sistem penjaluran barang yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai dalam proses pengeluaran barang impor dapat dikategorikan 

dengan melakukan penerapan tentang manajemen risiko berdasarkan profil 

importir tersebut, melihat jenis komoditi barang yang akan di impor, dan 

mempunyai track record yang jelas. Adapun 4 (empat) penjaluran sebagai berikut: 

1. Jalur Merah    

 Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean dengan dilakukan 

pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu, dan dilakukan penelitian 

dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

(SPPB). Pada kategori jalur merah ini importir dinyatakan sebagai 

importir risiko tinggi karena termasuk importir baru yang aktivitas 

produksi masih belum stabil. 

   Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan 

kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan 
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khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak 

baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya 

menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan 

jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik. Jalur ini perlu 

pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan 

fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%. 

   Pemeriksaan fisik dilaksanakan mulai 10% atau 30% dari 

keseluruhan jumlah kemasan yang diberitahukan. Adapun peningkatan 

pemeriksaan fisik dari 10% atau 30% ditingkatkan menjadi 100% 

dikarenakan jumlah atau jenis barang tidak jelas dan/atau tidak sesuai 

dengan packing list atas barang impor tersebut dikenakan Nota Hasil 

Intelijen (NHI). 

 

2. Jalur Kuning 

  Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa 

pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum 

penerbitan SPPB. Pada kategori ini, kategori jalur kuning merupakan 

kategori importir yang memiliki risiko menengah. Penetapan risiko 

menengah ini melihat data yang tersedia dan melalui observasi serta 

mempelajari dokumen yang telah selesai. 

   Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang 

baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk 

jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan 

dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh 

sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-

hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang. 

 

3. Jalur Hijau 

   Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa 

pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah 

penerbitan SPPB. Kategori jalur hijau ini dinyatakan sebagai kategori 
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importir yang memiliki risiko rendah karena dilihat dari umur sebuah 

perusahaan. Semakin lama umur perusahaan, maka penilaian perusahaan 

yang diberikan semakin baik. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi 

perusahaan tersebut lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan 

yang baru berdiri. 

 

4. Jalur Mitra Utama (MITA) 

 Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean tanpa 

pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen tetapi langsung 

diterbitkan SPPB. Pada kategori jalur Mitra Utama (MITA) dikecualikan 

dalam hal kegiatan impor sementara, kegiatan re-impor, importir 

komoditi yang berisiko tinggi dan barang impor yang langsung 

diterbitkan SPPB setelah selesainya pemeriksaan dokumen. 

 

5. Jalur Prioritas  

   Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa 

pemeriksaan fisik barang dan dokumen, setelah ada penetapan dari 

pemerintah terhadap Importir jalur prioritas tersebut. 

   Jalur prioritas ini khusus untuk importir yang memiliki track record 

sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan 

secara otomatis yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, 
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Tabel 2.2 

Perbandingan Jalur Importasi 

Kegiatan Merah Kuning Hijau 
Mitra 

Utama 
Prioritas 

Pengajuan PIB      

Rekonsiliasi 

pembayaran 

     

Konfirmasi 

Perizinan 

     

Pemeriksaan 

Dokumen  

     

Pemeriksaan 

Fisik 

     

SPPB      

Pemeriksaan 

Dokumen 

     

Sumber: Modul Praktikum Lab. Ekspor Impor, 2015 

  

2.3.6 Perlakuan Bea Masuk dan PDRI atas Pengeluaran Bahan Baku dari 

Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean  

 Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk 

dan/atau Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor atas pengeluaran bahan baku dari 

Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) sesuai dengan 

PMK 147/PMK.04/2011 pasal 30 ayat 4(b) mempunyai ketentuan dalam hal 

bahan baku dalam kondisi rusak Bea Masuknya dihitung berdasarkan nilai pabean 

dengan menggunakan harga transaksi pada saat pengeluaran barang dari Kawasan 

Berikat ke TLDDP, klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan 

ke Kawasan Berikat dan pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor 

untuk dipakai didaftarkan. Sedangkan pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor 

dihitung berdasarkan harga jual. 
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 Perhitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI untuk ketentuan diatas 

menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan 

oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran. Sedangkan perhitungan PDRI 

atas pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku asal luar daerah pabean 

dengan tujuan TLDDP, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan membuat faktur pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Besarnya Bea 

Masuk yang harus dibayar yaitu dengan mengkalikan beberapa komponen seperti 

nilai pabean, Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM), dan tarif Bea Masuk. 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar yaitu sebesar 

10% dikalikan dengan besarnya nilai pabean ditambah dengan bea masuk yang 

harus dibayar dan untuk Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) yang harus dibayar 

dengan dikenakan tarif 2,5% untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal 

Impor (API), sedangkan jika tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) maka 

dikenakan tarif sebesar 7,5%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan nilai 

pabean ditambah dengan bea masuk sehingga mengetahui jumlah pungutan PPh 

22 yang harus dibayarkan. 

 

2.3.7 Perlakuan Fasilitas Kawasan Berikat pada PT ABC  

 PT ABC adalah perusahaan yang bekerja pada bidang pengolahan tuna 

kaleng dengan hasil produksi berupa frozen tuna loin, canned tuna dan fish meal. 

PT ABC merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) 

sehingga PT ABC dikenakan tarif sebesar 2,5% untuk perhitungan Pajak 

Penghasilan pasal 22 (PPh 22). PT ABC telah mengajukan izin penyelenggara 

Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat untuk mendapatkan 

fasilitas Kawasan Berikat berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut 

Pajak Dalam Rangka Impor. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 20 November 

2015 PT ABC mengajukan surat permohonan izin penyelenggara Kawasan 

Berikat dan izin Pengusaha Kawasan Berikat ke Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I disertai dokumen pendukung yang 
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tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 

147/PMK.04/2011 pasal 7 ayat (3) dan dilakukan penelitian terhadap surat 

permohonan izin penyelenggara Kawasan Berikat dan izin Pengusaha Kawasan 

Berikat oleh pihak pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur I. Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan surat keputusan 

bahwa surat permohonan izin tersebut diterima secara lengkap sesuai persyaratan 

dan kriteria. 

 Atas surat permohonan izin penyelenggara Kawasan Berikat dan izin 

Pengusaha Kawasan Berikat PT ABC diterima secara lengkap, Kepala KPPBC 

TMP A Pasuruan dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Jawa Timur I atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan. 

Didalam surat keputusan tersebut berisi data entitas perusahaan seperti nama 

perusahaan, alamat kantor perusahaan, alamat lokasi Kawasan Berikat, Lokasi 

penambahan luas Kawasan Berikat, Nama pemilik, alamat pemilik, tempat dan 

tanggal lahir pemilik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bentuk Kawasan 

Berikat, luas lokasi Kawasan Berikat, dan jenis hasil produksi. 

 Penerbitan surat keputusan kepada PT ABC tersebut, maka kegiatan ekspor 

impor dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat berupa penangguhan Bea 

Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilakukan. Salah satu 

kegiatan impor yang telah dilakukan PT ABC dengan menggunakan fasilitas 

Kawasan Berikat adalah kegiatan impor bahan baku berupa kaleng reject bekas 

produksi dari Tempat Penimbunan Berikat 211 END dan memiliki berat bersih 

sebesar 1,576 Kg dengan nilai cost, insurance, dan freight (CIF) senilai USD 

318,49 yang telah diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai nilai pabean yang 

wajar dan telah diterima kebenarannya. Dokumen kepabeanan berupa 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilihat pada lampiran 25 di laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini. Dalam PIB PT ABC tersebut tercantum Nilai Dasar 

Pengenaan Bea Masuk (NDPBM), Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan 

Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) atas impor. Nilai Dasar Pengenaan Bea 

Masuk (NDPBM) merupakan kurs mata uang yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk.  
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 Adapun penghitungan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta 

PPh 22 atas impor bahan baku yang dilakukan oleh PT ABC, sebagai berikut: 

1. Perhitungan Bea Masuk pada PT ABC  

Bea Masuk = Tarif Bea Masuk x Nilai Pabean  

 = 10% x (USD 318,49 x Rp 13.883,0000) 

 = Rp 442.159,667 

 = Rp 442.160 (pembulatan ribuan ke atas) 

 

2. Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada PT ABC 

 CIF = USD 318,49 x Rp 13.883,0000 

  = Rp 4.421.596,67 

 

 Nilai impor  = Bea Masuk + CIF 

  = Rp 442.160 + Rp 4.421.596,67  

  = Rp 4.863.756,67 

 

 PPN = 10% x Nilai impor  

  = 10% x Rp 4.863.756,67 

  = Rp 486.375.67 

  = Rp 486.376 (pembulatan ribuan ke atas)  

 

 PPh 22 = 2,5% x Nilai Impor  

  = 2,5% x Rp 4.863.756,67 

  = Rp 121.593,9168 

  = Rp 121.594 (pembulatan ribuan ke atas)  

 

 Pada PIB PT ABC nilai Bea Masuk senilai Rp 442.160, nilai PPN senilai Rp 

486.376 dan PPh 22 atas impor senilai Rp 121.594 dibayar dan dibuktikan dalam 

bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) karena 

PT ABC mengeluarkan pengemas rusak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 
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untuk dijual. SSPCP tersebut dapat dilihat dalam lampiran 30 pada Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini. 

Pada bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak 

(SSPCP) dan bukti penerimaan negara melalui setoran pajak maka diketahui 

bahwa PT ABC merupakan perusahaan yang patuh terhadap segala pungutan Bea 

Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, hal ini menyebabkan PT ABC ditetapkan 

merupakan perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dengan 

kategori layanan hijau. 

Dilihat dari pengertiannya, jalur hijau merupakan suatu fasilitas yang 

diberikan kepada importir, wajib membuat PIB dan dilakukan pemeriksaan 

dokumen PIB tanpa pemeriksaan fisik barang, maksudnya adalah PT ABC 

memperoleh jalur hijau karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Profil Importir 

 Penetapan risiko pada profil importir dilakukan saat registrasi importir. 

Pada registrasi importir didapat data seperti identitas pengurus dan 

identitas penanggungjawab, jenis usahanya, jenis barang yang diimpor, 

nilai pabean yang dilaporkan. Profil Importir PT ABC dinyatakan baik 

karena PT ABC merupakan importir yang memiliki tingkat resiko 

rendah artinya importir memiliki eksistensi yang jelas, memiliki modal 

yang besar guna menunjang produksi pada PT ABC, dan memiliki track 

record audit yang baik. 

2. Data pelanggaran yang bersangkutan  

PT ABC terbukti tidak sedang dalam penanganan perkara pidana di 

bidang kepabeanan dan cukai, sehingga PT ABC termasuk perusahaan 

yang patuh di bidnag kepabeanan.  

3. Telah dilakukan pemeriksaan audit 

4. Tidak memiliki tunggakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 

yang belum dilunasi. 

5. Sesuai informasi dan data, perusahaan yang bersangkutan tidak dalam 

kondisi pailit. 
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karena PT ABC mempunyai kriteria kepatuhan yang baik, maka PT ABC 

mendapat perlakuan dari Pejabat Bea dan Cukai pada dokumennya adalah jalur 

hijau yang berarti tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang sehingga pengawasan  

barang di pelabuhan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 

 

2.3.8 Analisis Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan Studi 

Kasus PT ABC 

 Dari uraian yang telah dijelaskan tentang perlakuan penetapan kriteria 

kepatuhan di bidang kepabeanan pada PT ABC menunjukkan tingkat kepatuhan 

yang memberikan dampak pada PT ABC untuk dikategorikan sebagai kriteria 

jalur hijau. Manfaat yang diperoleh oleh PT ABC yaitu dari segi efisiensi waktu 

karena tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara 

pada saat melakukan proses Custom Clearace (tanpa dilakukan proses jalur merah 

atau jalur kuning). Manfaat lain dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat selain 

tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Berikat yaitu dapat 

melakukan penghematan biaya perpajakan guna menciptakan harga yang 

kompetitif dalam persaingan global, serta terjaminnya cash flow pada perusahaan. 

 Akan tetapi, pemberian kategori risiko rendah pada PT ABC dapat berubah 

menjadi kategori importir risiko menengah hingga kategori risko tinggi apabila PT 

ABC melanggar kriteria yang telah ditetapkan sebagai kriteria risiko rendah. Hal 

ini menyebabkan adanya pergerakan tingkat risiko pada importir sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3 

Pergerakan Tingkat Risiko Importir di Bidang Kepabeanan 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Data diolah  

 

Hi-Risk Medium-Risk Low-Risk 
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 Dilihat dari Gambar 2.3 dijelaskan mengenai pergerakan tingkat risiko 

importir di bidang kepabeanan. Penetapan tingkat risiko ini memperlihatkan  

pergerakan secara dinamis. Pergerakan ini dapat mengalami kenaikan maupun 

penurunan tingkat risiko. Jika mengalami kenaikan pergerakan maka hi-risk 

menjadi medium-risk bahkan menjadi low-risk apabila importir memiliki tingkat 

kepatuhan yang baik, sedangkan jika mengalami penurunan pergerakan tingkat 

risiko maka low-risk menjadi medium-risk atau menjadi hi-risk hal ini disebabkan 

apabila importir melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan. Tetapi importir 

bisa berada pada tingkat risiko yang sama misalnya dari hi-risk tidak mengalami 

peningkatan maupun penurunan tingkat risiko dikarenakan importir tetap 

melakukan pelanggaran, maka importir tetap berada dalam hi-risk. 

 Berdasarkan uraian diatas, bahwa pergerakan tingkat risiko importir bisa 

berubah secara dinamis. Dan jika PT ABC melakukan pelanggaran ketentuan di 

bidang kepabeanan dan memiliki tunggakan hutang atau kewajiban kepabeanan 

dan cukai, maka penetapan kriteria PT ABC yang semula mendapatkan kategori 

layanan hijau bisa mengalami penurunan pada kategori layanan kuning bahkan 

penurunan ke tingkat kategori layanan merah. Bila PT ABC mendapatkan 

kategori layanan merah maka akan dilakukan pemeriksaan fisik 10%, 30% hingga 

100%, hal ini akan berdampak pada tingkat keefektifitasan perusahaan dalam 

pengawasan barang di pelabuhan. Pada kasus PT ABC, pergerakan tingkat risiko 

PT ABC tetap dalam kategori layanan hijau sehingga tidak mengalami penurunan 

kategori. 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT ABC telah memenuhi persyaratan dalam menggunakan fasilitas 

Kawasan Berikat sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

nomor PER-57/BC/2011 pasal 5 ayat 1.  

2. PT ABC telah melaksanakan kewajiban fasilitas Kawasan Berikat yang 

harus dipenuhi dalam masa penggunaan fasilitas Kawasan Berikat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011 pasal 19. 

3. Penetapan kriteria kepatuhan di bidang kepabeanan studi kasus PT ABC 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang memberikan dampak pada PT 

ABC untuk dikategorikan sebagai kriteria jalur hijau. 

4. Kriteria jalur hijau membawa dampak yang menguntungkan bagi PT 

ABC yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik di Tempat 

Penimbunan Berikat, penghematan biaya perpajakan, serta meningkatkan 

cash flow pada PT ABC. 

5. Pergerakan tingkat risiko importir di bidang kepabeanan dapat berubah 

secara dinamis sesuai tingkat kepatuhan importir. 

 

3.2  Saran  

 Berdasarkan pembahasan pada bab 2, terdapat saran yang mana saran 

tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seeluruh pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan khususnya di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Program Diploma III 

Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.  

1. Bagi PT ABC 

 Kriteria kepatuhan pada importasi selalu dijaga dengan baik agar PT 

ABC tetap berada pada kategori layanan hijau 
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2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

 Standar Prosedur Operasi Barang modal asal impor yang belum 

diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dari Kawasan Berikat 

ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I perlu peningkatan pengawasan 

tetapi tidak ada masalah yang berarti mengenai prosedur tersebut 

karena sudah sesuai dengan peraturan yang terkait. 

 Pemberian kriteria penjaluran untuk proses pengeluaran barang impor 

lebih selektif dalam menentukan penggolongan importir risiko tinggi, 

importir risiko menengah, dan importir risiko rendah dengan melihat 

tingkat kepatuhan pada setiap perusahaan. 

 

3. Bagi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga 

 Selalu membina hubungan yang baik antara Program Diploma III 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya mahasiswa bisa lebih 

mudah dalam mendapatkan referensi tempat untuk melaksanakan 

Prektik Kerja Lapangan.  
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Tabel 1.2 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Program Diploma III Perpajakan 

 

 

Sumber : Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  

 Program Diploma III Perpajakan  

 Tahun 2015-2016 
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